
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan 
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi 
Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubbh dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 3569);

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

- NOMOR 18TAHUN 2009 

Menimbang 

Mengingat 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUM ANGGARAN 2008 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA 

BUPATIKARANGANYAR 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan _ 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan 
Rancangan Pera~uran Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan 
keuangan yang telah diperiksa olP.h Sadan Pemeriksa Keuangan 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan . Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban . 
pelaksanaan Anggaran Pen~apatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2008. 

1. Undang-Undang Nomor · 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan · 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi _ 
Jawa Tengah; 

2. Und.;mg-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengar, ·,undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rep·ublik Indonesia 
Tahun .1994 Nomor 62, Tambahan Lemharan Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 3569); . 

... 



3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688); .

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas da ri: Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

.. ' 

3. Undang-Undang _Nomo'r 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara . Republik Indonesia 
Tahuh 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undahg Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor ~46; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 

4. · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (LembRran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 No.mar 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-llndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraari 
Negara · yang Bersih dan Bebas dari ,. Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisrna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lemba,an Negaia Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

6. Undan~-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ter.tang Keuangan Negara· 
(Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2004. 
Nomor 5, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia · 
Nomor 4355); . 

8. Undang-Undang Nomor~ 10 Tahun 2004 tentang PembentuKan 
. Peraturan Perun~ang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara· 
Republik Indonesia Nomor 4389); . · 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab· Keuangan Negara (Lembaran- · 
Negara .. R~publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan. · · 

· Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

· 10. Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2004 ·· tent~ng Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421 ); · 

11. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan · 
Daerah {lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia· 
Nomor 4437) sebagaimaria telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-. 
Undang Nomor 32 Taht.m 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahsn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah . Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578);

. ! 

12. Undang-Undang Nom~r ·33 Tahun · 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara . Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, · 
Tambahan_ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan · Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan . 
dan Pengawasan atas .Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. -· 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, · 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak· 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 · · 
Nomor 1·18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4138); 

15; Peraturan Pemerintah Nc;,rnor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi · 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

· Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); · 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan · 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor. 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

. terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah . Nomor 24. 
Tahun 2004 tentang Kedudukan · Protokoler dan Keuangan:. 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwal<ilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tamhahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Namer 4712); · 

17. Peraturan . Pemerintah Nomor 54 T ahun 2005 tentang Pinjaman 
Daer~h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -2005 
Nomor 136, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

· 18. Peraturan Pemerintah . ffomor 55 Tahun 2005 tentang Dana · 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. 
Nomor 137,. Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia_· 
Nomor4575); 

. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem · 
· lnformasi Keuangan .. Daerah (Lembaran Negara Republik . 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
. Republik Indonesia Nomo,r 4576); 

20. Peraturan Pemerintah. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577}; 

. 21. Peraturan Pemeriritah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Le.mbaran Negara Republik Indonesia· 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); · 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan ,'

BUPATI KARANGANYAR 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 berupa laporan keuangan 
memuat:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan 
usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf a Peraturan Daerah ini sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp. 771.365.016.736,00
b. Belanja Rp. 772.834.363.740.00

Surplus/(Defisit) (Rp. 1.469.347.004,00)
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 115.779.858.047,00
- Pengeluaran Rp. 10.528.205.475.00
Pembiayaan Neto Rp. 105.251.652.572,00

d. Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) Rp. 103.782.305.568,00

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan · 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah . (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,· Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); · · 

. . . . ' . 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang · 
Pedoman Pengelolac3n Keuangan Daerah sebagaimana telah . 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neg~ri Nomor 59 

. Tahun 2007 tentang Perubahan . atas Peraturan Menteri Dalam .· 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan · 
Keuangan Daerah . 

. Dengan Persefujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
dari 

BUPATIKARANGANYAR 

MEMUTJJSKAN: 

Menetapkan. PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANMN ANGGP\RAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

. DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 

. Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan · 
Belanja Daerah Tahun Ahggaran 2008 -berupa laporan keuangan 
~m~: . 
a. Laporan realisasi anggaran; 
b. Neraca; . 
c. _Laporan arus kas; dan 
d. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri · 
der1gan laporan kinerja . dan ikhtisar laporan keuangan badan . · 
usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

• · Pasal 2 

Laporan realisasi ariggaran sebagaimaria dimaksud · dalam Pasal 1 
huruf a Peraturan Daerah ini sebagai berikut : 
a.· Peridapatan · 
b. Belanja · 

Surplus/(Defisit) 
c. Pemblayaan . 

- Penerimaan 
- Pengeluaran 
Pembiayaan Neto 

d. Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SILPA) . 

Rp. 771.365.016.736,00 
Rp. 772.834.363.740,00 

(Rp. 1.469.347.004,00) 

Rp. 115.779.856.047,00 
. Rp. 10.528.205A75,00 

Rp. 105~251.652.572,00 . 

Rp. ·103.782.305.568,00 



Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp. 16.613.556.666,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp 754.751.460.070,00
b. Realisasi Rp 771.365.016.736.00

Selisih lebihZ(kurang) Rp. 16.613.556.666,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp. 84.488.197.377,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 857.322.561.117,00
b. Realisasi Rp. 772.834.363.740.00

Selisih lebih/(kurang) (Rp. 84.488.197.377,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 
Rp. 104.040.448.051,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Defisit setelah perubahan (Rp. 102.571.101.047,00)
b. Realisasi (Rp, 1.469.347.004.00V

Selisih lebih/ (kurang) (Rp. .104.040.448.051,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp. 1.985.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 117.764.858.047,00
b. Realisasi Rp. 115.779.858.047.00

Selisih lebih/(kurang) (Rp. 1.985.000.000,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp. 4.665.551.525,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan"

setelah perubahan Rp. 15.193.757.000,00
b. Realisasi Rp. 10.528.205.475.00

Selisih lebih/(kurang) (Rp- 4.665.551.525,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp. 2.680.551.525,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 102.571.101.047,00
b. Realisasi Rp. 105.251.652.572.00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 2.680.551.525,00

Pasal 3

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 
31 Desember Tahun 2008 sebagai berikut:
a. Jumlah aset Rp.4.994.028.475.949,04
b. Jumlah kewajiban Rp. 26.673.477.186.30
c. Jumlah ekuitas dana Rp.4.967.354.998.762,74

Pasal3 

Uraian laporan · reallsasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam • 
Pasal 2 sebagai berikut: 

(1) Selisih a_nggaran dengan realisasi p·endapatan 
Rp. 1'3.613.556.666,00 dengan rincian sebagal berikut: 

sejumlah 

a. Anggaran pendapatan · 
s~telah perubahan 

b. · Realisasi 
. Selisih _ lebih/(kurang) • . 

Rp 754.751.460.070,00 -
-flQ. 771.365.016.736,00 
Rp: 16.613.556.666,00 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah · 
Rp. 84.488.197.377,00 dengan rincian sebagal berikut: 
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 857.322.561.117,00 
b. Realisasi . . · Rp. 772.834.363.740,00 

Selisih iebih/(~urang) . (Rp. 84.48R 197.377,00) 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 
Rp. 104.040.448.051,00 . dengan rincian sebagal berikut : 
a. Defisitsetelah perubahan (Rp. 102.571.101.047,00) 
b. Realisasi . (Rp. 1.469.347.004,00) 

Selisih lebih/ (kurang) (Rp. :104.040.448.051,00) 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp. 1.985.000.000,00 dengan rincian sebagal berikut : 
a. Anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan · 
b. Realisasi 

Selisih lebih/(kurang) 

Rp. 117.764.858.047,00 
BP.. 115.779.858.047,00 
(Rp. 1.985.000.000,00) . · 

(5) Selisih anggaran . den_gan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejurnlah Rp. 4.665.551.525,00 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan " · 

setelah perubahan. Rp. 15.193.757.000,00 
b. Realisasi Rp. 10.528.205.475,00 

Selisih lebih/ (kurang) (Rp. - 4.665.551.525,00) . 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp. 2.680.551.525,00 dengan rincian sebagal berikut: 
a. Anggaran pembiayaan·.netto 

setelah perubahan . 
b. Realisasi 

Selisih lebih/(kurang) 

·· Pasal 4-

Neraca - ~ebagaimana dimaksud pada 
31 Oeseni,berTahun 2008 sebagai berikut: 
a. Jumlah aset · 
b. Jumlah kewajiban 
c. Jumlah ekuitas dana 

. Rp. 102.571.101.047,00 
Rp. 105.251.652.572,00 
Rp. 2.680.551.525,00 . 

Pasal 1 huruf b per. 

Rp.4.994.028.475.949,04 
Rp. 26.673.477.186,30 
Rp.4.967 .354.998.762,7 4 



I

Laporan,arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2008 sebagai 
berikut:
a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2008 Rp. 91.614.858.047,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 148.417.188.901,00
c. Arus kas dan aktivitas investasi aset non-

keuangan (Rp. 149.886.535.905,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 13.636.794.525,00
e. Arus kas dari aktivitas non.anggaran Rp. 571.203.223,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2008 Rp. 104.353.508.791,00

terdiri dari:
1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 103.782.305.568,00
2) Perhitungan Fihak Ketiga Rp. 571.203.223,00

Pasal 5

Pasal 6

Catatari atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf 
d tahun anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

' -Pasal 7; • I .. ‘ ‘ •
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam 
lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
a. Lamp'ran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
Lampiran 16 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah;
Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

aset lainnya;
Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan 
kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

; Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

.b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran ill : Laporan arus kas.
d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal5 

Laporan:arus kas sebagaimaria dimaksud dalani Pasal 1 huruf c untuk 
tah~n yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2008 sebagai 
benkut: · . . . 

• a. Saide kas awal per 1 Januari tahun 2008 Rp. 91.614.858.047,00 
b. Arus kas·dari aktivitas operasi Rp. 148.417.188.901,00 
c. Arus kas dan aktivitas investasi aset non-

keuan~an {Rp. 149.886.535.905,00) 
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 13.636.794.525,00 
e. Arus kas dari aktivitas rion.anggaran Rp. 571.203.223,00 
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2008 Rp. 104.353.508.791,00 

terdiri dari : · 

1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran · Rp. 103.782.305.568,00 
2) Perhitungan Fiha~ ~(etiga Rp. 571.203.223,00 

Pasal6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf . 
d tahur. anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

·Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja · 
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam 
lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
a. Lampiran · 1 

Lampiran 1.1 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 .· 

Lampiran 1.4 

Lampiran 1.5 
Lampiran 1.6 
Lampiran I. 7 

Lampiran 1.8 

Lampiran 1.9 

Lampiran 1.10 : 
Lampiran 1.1 ·1 : 

· .b. Lampiran II 
c. Lampiran Ill 
d. Lampiran IV· 

Laporan realisasi anggaran 
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
Rincian laporan realisasi anggaran menu rut·· 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, .· 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; · . 
Rekapitulasi realisasi ar.ggaran belanja daerah 
menu rut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program dan kegiatan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah · 
untuk . keselarasan dan keterpaduan urusan. 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara; 
Daftar plutang daerah; 
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
Daftar' realisasi penambahan dan pengurangan . 
aset tetap daerah; . 
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan 
aset lainnya; · 
Daftar · · kegiatan-kegialan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan · 
kembali dalam tahun anggaran berikutnya; 
Daftar dana cadangan daerah; dan-
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; . 
Neraca 
Laporan arus kas. ·. 
Catatan atas laporan keuangan 

.. 



Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (2) terdiri dari:
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan 

daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

J ' Pasal 8

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah.

,.t, ' Pasal8 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (2) terdiri dari : · · 
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini 
b. lkhtisar laporan keuangan badan · usaha milik daerah/perusahaan 

daerah tercantum dalam.Lampiran VI peraturan daerah ini. 

Pasal9 

Bupati · menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaari Anggaran Pendapatan dan. Belanja 
Daerah sebagai · rincian . lebih · lanjut . dari · pertanggu·ngjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. · · · 

Pasal10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarari 
Daerah.· 

· 1 

Diundangkan di Karanganyar 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 15 Agustus 2009 

R 

Hj. RINA IRIANI SRI 

pada tanggal 11.5' ./Ji ·fut ~I) 

SEKRETARIS DAE BUPATEN KARANGANYAR 

OS 
. . . ' 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANG.ANYARTAHUN 2009 NOMOR .... !~ 
TELi,lH?V;O_ U:;{SI 
-IJ.\~\Ui(UM 


